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TENTANG

PtrRUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR.sCI TAHUN 2016 TENTANG
KEDT]DUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

TATA KER.]A PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEM trR]NTAH KABUPATEN CIANIJUR

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAI

BUPATI CIANJUR,

bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,
serta tata kerja perangkat daerah Inspektorat, Dinas Sosial,
dan Bagian Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor
50 Tahun 2076 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabripaten Cianjur, periu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudutrran, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata'Keqa Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaterr Cianjur;

bahwa dalam r4ngka optimalis,asi pelaksanaan fungsi
penanganan pengaduan masyarakat, pencapaian standar
pelayanan minimal bidang sosial, dan pelaksanaan fungsi
layanan pengadaan secara elektronik, Pbraturan Bupati
Cianjur Nomor 50 Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan .Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cianjur perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas,Peraturan Bupati Nomor 50
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjuq

b.

C.



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9a); I

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indolresia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-tlndang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nombr 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2076 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887)i 

n

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor B Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2016 Nomor 8)i

5. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur, perlu menet4pkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2016 Nomor 50);

MtrMUTUSKAN:

Menetapkan : PtrRATURAN BUPATI TENTANG ppndeeHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PtrMtrRINTAH KABUPATEN CIANJUR.

Pasal I.

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016
tentang Pembentukan' dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Keda Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianiur Tahun 2OL6
Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasa-l 1 diubah, sehingga berbunvi sebagai berilq'rt:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksttd dengan:



1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur

2. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pdmerintahan oleh
pemerintah Daerah d.an Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem 

-dan prinsip Neg4ra Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

indonesia Tahun 1945.

3. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Urusan Pemerint.hu", adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara d.r, penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyej ahterakan masyarakat.

5. Bupati adalah BuPati Cianjur.

6. Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur'

Z. perangkat Daerah adalah unsur per4bantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu
Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan

administratif.
g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

Sekretariat DPRD adalah unsur, pelayanan administrasi dan pemberian

dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

l0.lnspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

1 1. Dinas Daerah adaiah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk
meiaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah'

12. Badan Daerah adalah Perangkai Daerah yang dibentuk untuk
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang meniadi
kewenangan Daerah.

13. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

14. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat
Kecamatan.

15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPI adalah

unsur pelaksana tugas teknis Dinas/Badan Daerah yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis penuhjang tertentu.

16. Eselon adalah tingkathn jabatan struktural.

L7. Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah yang selanjutnya disingkat
ApBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Cianjur.



2. Ketenl.uan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 derbunyi sebagai
Lrerikut:

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah.
b.AsistenPemerintahandanKesejahteraanRakyat,membawahkan:

1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
a) Subbagian Pemerintahan Umum;
b) Subbagian Otonomi Daerah;
c) Subbagian Kerja sama;

2. Bagian Hukum, membawahkan:
a) Subbagian Produk Hukum Daerah;
b) Subbagian Layanan Bantuan Hukumi r
c) Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
a) Subbagian Keagamaan;
b) Subbag Pendidikan Ketriemudaan Otah raga dan Kebudayaan;
c) Subbagian Sosial dan Kesehatan;

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:

1. Bagian Perekonomian dan Investasi, membawahkan:
a) Subbagian Perekonomian;
b) Subbagian Investa.si dan Perusahaan Daerah;
c) Subbagian Surnber Daya AIam;

2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
a) Subbagian Pembinaan, Pengembangan dan Advokasi;
b) Subbagian Pengadaan Barang/Jasa;
c) Subbagian Pengelolaan Data, Informasil dan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik;

3. Bagian Pembangunan, membawahkan:
a) Subbagian Perencanaar;r;
b) Subbagian Pengendalian;
c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;

d. Asisten Administrasi, membawahkan:
1. Bagian Hubungan Masyarakat dan' Keprotokoian,

membawahkan:
a) Subbagian Hubungan Masyarakat;
b) Subbagian Keprotokolan;
c) Subbagian Pemberitaan dan Dokumentasi;

2. Bagian Organisasi, membawahkan:
a) Subbagian Kelembagaan; Ib) Subbagian Ketatalaksanaan;
c) Subbagian Kinerl'a Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

3. Bagian Umqm dan Keuangan, membawahkan:
a) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
b) Subbagian Umurn dan Kepegawaian;
c) Subbagian Keuangan;

e. Staf Ahli;
f. Kelornpok Jabatan Fungsional.



(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 12 avat (1) diubah, sihingga Pasal 12 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:
a. Inspektur1'
b. Sekretariat, membawahkani 3

1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Subbagian Administrasi Umum;

c. Inspektur Pembantu Wilayah I.

d" Inspektur Pembantu Wilayah II;
e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
f. Inspektur Pembantu Bidang Khusus;
g. Kelornpok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalarn
Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

3. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai
berikut: '

Pasal 27

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial,.terdiri atas:

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;.

c. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitasi, Tuna Sosial dan

Korban Perdagangan Oiang;
2. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia;

d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan: t
1. Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial,

Nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawan Sosial;
2. Seksi Penanganan Fakir Miskin;

e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
1. Seksi Perlindungan Korban Bencana;
2. Seksi Jaminan Sosial;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur'Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.



6

Pasai II

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap o..rg mengetahuinya, memerinl"hS* pengundangan Peraturan

Birpati ini hengan penempatannya dalam Berita Dderah Kabupaten Cianjur'

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Desbmber 2018

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
3 Desember 2018

CiANJUR,DAERAH KABUPATEN

BtrRITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 91
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